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I. UMUM 

Globalisasi perdagangan saat ini memberikan dampak persaingan 
sangat ketat dalam segala aspek khususnya ketenagakerjaan yang 
salah satunya mempersyaratkan adanya perlindungan atas 
keselamatan dan kesehatan kerja.  
Untuk meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja, tidak terlepas dari upaya pelaksanaan keselamatan 
dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan 
terintegrasi melalui SMK3 guna menjamin terciptanya suatu sistem 
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan 
unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat 
buruh dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan 
penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, 
efisien dan produktif.  

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah 
berkembang di berbagai negara baik melalui pedoman maupun 
standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan 
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dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan 
produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan 
Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3. 
Peraturan Pemerintah ini memuat: 

a. Ketentuan umum; 
b. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 
c. Penilaian SMK3; 
d. Pengawasan; 

e. Ketentuan Peralihan; dan 
f. Ketentuan Penutup. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 
Pasal 4 

Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kesehatan, minyak dan gas bumi, atau 
pertambangan.  

Pasal 5 
Ayat (1) 

 Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 
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Huruf b 
Yang dimaksud dengan “tingkat potensi bahaya tinggi” 
adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang 
dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa 
manusia, terganggunya proses produksi dan pencemaran 
lingkungan kerja. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 
Ayat (4) 
 Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Penyebarluasan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 
dapat dilakukan melalui media antara lain papan pengumuman, 
brosur, verbal dalam briefing/apel, dan/atau media elektronik 
lainnya. 

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain subkontraktor, 
penyewa, tamu, pelanggan, pemasok. 

Pasal 9 
Ayat (1) 
 Cukup jelas. 

Ayat (2) 
 Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “penelaahan awal” adalah 
kegiatan yang dilakukan pengusaha untuk mengetahui 
posisi/kondisi/tingkat pelaksanaan keselamatan dan 
kesehatan kerja di perusahaan terhadap penerapan 
peraturan perundang-undangan keselamatan dan 
kesehatan kerja. Kegiatan tersebut juga mencakup 
evaluasi terhadap kebijakan keselamatan dan kesehatan 
kerja yang ada, partisipasi pekerja/buruh dan/atau 
serikat pekerja/serikat buruh, tanggung jawab pimpinan 
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